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BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 79 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PEJABAT PENGAMPU PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan daerah dilakukan pemeriksaan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan; 

b.  bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Magelang perlu menunjuk Pejabat Pengampu 

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 
Anggaran 2016 dalam rangka pemeriksaan Inspektorat dan 

Badan Pemeriksa Keuangan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pejabat Pengampu Pertanggungjawaban Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4654); 

 

SALINAN 
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5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2013 Nomor 64); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG PEJABAT PENGAMPU 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016. 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: (Disesuaikan dengan UU) 

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Magelang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah 
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7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

9. Pejabat Pengampu adalah Pejabat yang bertugas mengampu 

pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016. 

10. Pengguna Anggaran adalah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi SKPD 

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD. 

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 

APBD pada SKPD. 

15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

16. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

17. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 

pekerjaan. 

18. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditunjuk untuk 

melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing. 
 

Pasal 2 

 
(1) Pejabat Pengampu terdiri atas Pejabat Pengampu pada PPKD dan Pejabat 

Pengampu pada SKPD. 

(2) Pejabat Pengampu pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam 
Keputusan Bupati Magelang Nomor :180.182/713/KEP/31/2015 tentang 
Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/649/KEP/31/2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magelang 
Nomor:180.182/713/KEP/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016; 



- 4 - 

Bag Hukum DPPKAD 

  
 

b. PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, 

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa pada Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 

Kepala SKPD yang bersangkutan; dan  
c. Unit Layanan Pengadaan. 

(3) Pejabat Pengampu pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Drs. 

DJOKO TJAHJONO, M.M. (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 
dan Aset Daerah Kabupaten Magelang). 

 
Pasal 3 

 

Pejabat Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas: 
a. mengampu pemeriksaan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016; 

b. menyiapkan dokumen yang diminta oleh Inspektorat dan/atau Badan 
Pemeriksa Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016; dan 
c. memberikan keterangan yang diminta oleh Inspektorat dan/atau Badan 

Pemeriksa Keuangan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan berkaitan 

dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. 
 

Pasal 4 
 

Pejabat Pengampu melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. 
 

Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

 
 

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 30 Desember 2016   
 

BUPATI  MAGELANG, 
 

ttd 

 
ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 30 Desember 2016       
    

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 

AGUNG TRIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 79 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum. 

Pembina Tk I 
NIP. 196812281994031006 


